BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1 Pengertian Auditing

Pengertian Auditing-Menurut (Sukrisno Agoes , 2004),

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak
manajemen . beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya,
dengan -tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai laporan kewajaran
laporan keuangan tersebut”.

Pengertian Auditing menurut (Arens dan Loebbecke, 2003)

“Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang
dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten
dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi
dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh
seorang yang independen dan kompeten”.

Pengertian Auditing Menurut (Mulyadi , 2002)

“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya

kepada pemakai yang berkepentingan”.
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2.1.2 Standar Audit
Standar Auditing yang berlaku umum (Standar Auditing yang ditetapkan 1Al)
Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor  dalam menjalankan
tanggungjawab profesionalnya. ~Standar-standar ini merupakan dan meliputi
pertimbangan mengenai . kualitas professional ~mereka seperti keahlian dan
independensi, persyaratan dan pelaporan serta bahan bukti. Pedoman utama adalah
sepuluh standar auditing atau 10 generally auditing standards. Sejak disusun oleh
American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) tahun 1947 dan
diadaptasi oleh IAI di Indonesia sejak 1973 dan sekarang disebut Standar Auditing
yang ditetapkan oleh lkatan Akuntan Indonesia (SA-1AIl) kecuali untuk perubahan-
perubahan kecil, namun bentuknya tetap sama. Standar-standar ini tidak cukup
spesifik untuk dapat dipakai sebagai pedoman kerja oleh auditor tetapi
menggambarkan suatu kerangka (framework) sebagai landasan interpretasi oleh
AICPA atau IAl. Ke 10 standar tersebut adalah :
2.1.2.1 Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian
dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam
sikap mentalharus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan auditdan penyusunan laporannya, auditor wajib

menggunakan kemahiran profesionalisnya dalam cermat dan seksama.
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2.1.2.2 Standar Pekerjaan Lapangan

4. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan, asisten
harusdisupervisi dengan semestinya.

5. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh
untk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian
yang harus dilakukan.

6. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, pengajuan  pertanyaan dan konfirmasi  sebagai  dasar
yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang
diaudit.
2.1.2.3 Standar Pelaporan

7. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

8. Laporan audit harus menunjukkkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi

tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode

berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
periode sebelumnya.

9. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai

kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.

10. Laporan audit harus memuat suatu pendapat mengenai laporan keuangan

secara menyeluruh atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat

diterima.
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2.1.3 Tujuan Audit

Ikatan Akuntan Indonesia (2001) dalam Septiant (2014) menyatakan dalam
Standar Profeional Akuntan Publik SA Seksi 110, PSA No. 02 tujuan audit atas
laporan keuangan oleh auditor independen umumnya adalah untuk menyatakan
pendapat tentang kewajaran, dalam hal semua yang material, posisi keuangan, hasil
usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas seuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku umum. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan
pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak
memberikan pendapat, auditor harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan lkatan Akuntan Indoneisa. Standar
auditing yang ditetapkan lkatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor
menyatakan apakah menurut pendapatnya, laporan keuangan diasjikan sesuai dengan
prisnsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan jika ada, menunjukan
adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusuanan laporan
keuangan peroide berjalan dibandingkan. penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam

periode sebelumnya

2.1.4 Jenis Audit
Agoes (2004) menyebutkan tiga jenis Auditing yang umum dilaksanakan.
Ketiga jenis tersebut yaitu :

1. Operasional Audit ( Pemeriksaan Operasional/Manajemen)
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Operasional atau management audit merupakan pemeriksaan atas semua atau
sebagian prosedur dan metode operasional suatu organisasi untuk menilai
efisiensi , efektifitas, dan ekonomisasinya. Audit operasional dapat menjadi alat
manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Hasil dari audit operasional berupa rekomendasi-rekomendasi perbaikan bagi
manajemen sehingga audit jenis ini lebih merupakan konsultasi manajemen.

2. Compliance Audit ( Audit Ketaatan )

Compliance Audit merupakan pemeriksaan untuk mengetahui apakah
prosedur dan aturan yang telah ditetapkan otoritas berwenang sudah ditaati oleh
anggota di organisasi tersebut. Compliance Audit biasanya ditugaskan oleh otoritas
berwenang yang telah menetapkan prosedur/ peraturan dalam perusahaan sehingga
hasil audit jenis ini tidak untuk dipublikasikan tetapi untuk intern manajemen.

3. Financial audit ( Audit atas Laporan Keuangan )

Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan evaluasi kewajaran laporan
keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan dibandingkan dengan
standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Dalam pengertiannya apakah
laporan keuangan secara umum merupakan informasi yang dapat ditukar dan dapat
diverifikasi lalu telah disajikan sesuai dengan Kriteria tertentu. Umumnya kriteria
yang dimaksud adalah standar akuntansi yang berlaku umum seperti prinsip akuntansi
yang berterima umum. Hasil audit atas laporan keuangan adalah opini auditor yaitu

Unqualified Opinion ,Qualified Opinion, Disclaimer Opinion dan AdverseOpinion.
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2.1.5 Jasa Akuntan Publik

Akutan publik merupakan akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri
keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai
akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 2011 mengenai Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Setiap akuntan publik wajib
menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang
diakui oleh Pemerintah.

Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia,
seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi
Akuntan Publik (USAP) dan kepada lulusannya berhak memperoleh sebutan "CPA

Indonesia". Sertifikat akan dikeluarkan oleh |API.

2.1.6 Aturan Etika Profesi Akuntan Publik

2.1.6.1 Aturan Etika Profesi Akuntan Publik (1Al, 20000.1-20000.6)

| Made R. Natawidnyana (2000) dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan
Publik ini digunakan singkatan KAP dengan dua makna: (1) Kompartemen Akuntan
Publik, dan (2) Kantor Akuntan Publik. KAP yang bermakna Kompartemen Akuntan
Publik selalu ditulis I1Al- KAP, yang berarti Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen
Akuntan Publik. KAP yang bermakna Kantor Akuntan Publik ditulis tanpa didahului

dengan IAL.
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Ikatna Akuntan Publik-Kompartemen (IAI-KAP) adalah wadah organisasi
para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja
di akuntan publik

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik
yang memperoleh izin sesuai-dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha
di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.

Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari mentri keuangan atau
pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik Praktik
akuntan-publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh
anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan
review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan
lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik

2.1.6.2 Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik
Keterterapan (Appicability)

Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia-
Kompartemen Akuntan Publik (IAl- KAP) dan staf professional (baik yang anggota
IAI-KAP maupun bukan anggota 1AI-KAP yang bekerja pada satu Kantor Akuntan
Publik (KAP). Rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika
oleh anggota KAP.

Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik terdiri dari:
100. Independensi, Integritas, dan Objektivitas

101. Independensi
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Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan
sikap mental independen di dalam memberikan jasa professional sebagaimana diatur
dalam standar professional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAl.

102. Integritas dan Objektivitas

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas
dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan
faktor salah saji material.

200. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi
201. Standar Umum

1. Kompetensi Profesional

2. Kecermatan dan keseksamaan professional
3. Perencanaan dan supervise

4. Data relevan yang memadai.

202. Kepatuhan terhadap Standar

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review,
kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa professional lainnya wajib
mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh
1Al
203. Prinsip- prinsip Akuntansi

Anggota KAP tidak diperkenankan :
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1. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau
dan keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum.
2. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus
dilakukan terhadap laporan-atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku.
300. Tanggung Jawab Kepada Klien
301. Informasi Klien yang Rahasia
Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia
tanpa persetujuan dari klien.
302. Fee Profesional
1. Besaran Fee

Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko,
penugasan, komplektisitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan
untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan
pertimbangan professional lainnya. Setiap anggota tidak diperkenankan untuk
menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.
Fee Kontijen

merupakan fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa professional
tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu di
mana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut.

400. Tanggung Jawab kepada Rekan
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401. Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan
dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.
402. Komunikasi Antar Akuntan Publik

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila
akan mengadakan perikatan.audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk
tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik dengan jenis dan periode serta tujuan
yang berlainan.
403. Perikatan Atestasi

Akuntan Publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang
jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan
yang lebih dahulu ditunjuk oleh klien.
500. Tanggung Jawab dan Praktik Lain
501. Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan
perkataan yang mencemarkan profesi.
502. Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari
klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan
pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.
503. Komisi, dan Fee Referal

1. Komisi
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Merupakan imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang
kepada atau diterima dari Klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari
klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima
komisi apabila dapat mengurangi independensi.

2. Fee Referal (Rujukan)

Merupakan imbalan. yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia
jasa profesional akuntan publik. Hanya diperkenankan bagi sesama profesi.
504. Bentuk Organisasi dan KAP

Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisai yang
diizinkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau tidak

menyesatkan dan merendahkan citra profesi.

2.1.7 Kode Etik Auditor

Menurut Mulyadi (2002:53) dalam nafisa (2012) Prinsip Etika Profesi lkatan
Akuntansi Indoneisa diputuskan dalam kongres V111 tahun 1998. Prinsip Etika profesi
dalam Kode Etik TAl menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada
publik, pemakai jasa akuntan dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam
memenuhi tanggungjawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku
profesionalnya. Ada 8 prinsip Etika Profesi menurut 1Al sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota

harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua
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kegiatan yang dilakukannya. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk
bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi,
memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam
mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara
dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi Kkredit,
pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia BISNIS dan keuangan, dan pihak
lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara
berjalannya fungsi bisnis secara tertib.Kepentingan utama profesi akuntan adalah
untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan
tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk
mencapai tingkat prestasi tersebut.Dan semua anggota mengikat dirinya untuk
menghormati ~ kepercayaan publik.Atas kepercayaan yang diberikan publik
kepadanya, anggota harus menunjukkan dedikasi untuk mencapai profesionalisme
yang tinggi.Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota
harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

3. Integritas

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, bersikap jujur dan berterus
terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan

publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima
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kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak
menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Obyektivitas

Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang
diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak
memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari
benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.” Anggota dalam praktek
publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota
yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa
audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri,
pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang
ingin. masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus
melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati,
kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan
pengetahuan dan ketrampilan. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan
pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan
seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam
hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota
wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih

kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing
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masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan
memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6. Kerahasiaan

Setiap Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi
tentang klien atau pemberi kerja yang diperolen melalui jasa profesional yang
diberikannya, anggota bisa saja mengungkapkan Kkerahasiaan bila ada hak atau
kewajiban - professional atau hukum yang mengungkapkannya. Kewajiban
kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi
jasa berakhir.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang
baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk
menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh
anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga,
anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar
teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan
berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari
penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan
obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota

adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
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2.1.8 Jenis Auditor
Menurut Arens et. Al (2008:19) dalam profesi auditor digolongkan menjadi empat
jenis, yaitu :
1. Auditor Pemerintah-adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas
keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah
dapat dibagi menjadi dua yaitu:
1.1°'Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-
undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa
keuangan yang bebas dan mandiri. ayat (2) Hasil pemeriksa keuangan
negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan
kewenangannya. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang
tidak  tunduk kepada _pemerintah, sehingga diharapkan dapat
bersikap independen.

1.2 Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat
Pengawasan  Fungsional Pemerintah (APFP) vyang dilaksanakan
olen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah.
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2. Auditor Intern merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan
oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas
utamanya ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana
ia bekerja.

3. Auditor Independen- atau Akuntan Publik adalah  melakukan fungsi
pengauditan atas laporan  keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go
public, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta
organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Praktik akuntan
publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Namun, Arens & Loebbecke dalam bukunya Auditing Pendekatan Terpadu yang
diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, menambahkan satu lagi jenis auditor, yaitu:

4. Auditor Pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah
Departemen Keuangan Republik Indonesia, bertanggungjawab atas
penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam
pelaksanaan ketentuan perpajakan. Aparat pelaksanaan DJP dilapangan
adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP)-~ dan Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak (Karikpa). Karikpa mempunyai auditor-auditor Kkhusus.
Tanggungjawab Karikpa adalah melakukan audit terhadap para wajib pajak
tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan

perpajakan.
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2.1.9 Pengertian Opini Audit

Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan
yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas
kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Menurut Adrian (2013)
Pengukuran hasil opini auditor menggunakan indikator sebagai berikut: (1). Seberapa
banyak auditor memberikan respon yang benar:dari setiap pekerjaan audit, (2).
Kualitas keputusan yang diambil, (3). Kompleksitas kerja atau tingkat kerumitan
pekerjaan, (4). Kepatuhan auditor untuk melaksanakan standar yang telah ditetapkan,
(5). Kepatuhan auditor terhadap etika profesionalnya.

2.1.10 Jenis-jenis Opini Audit

Opini yang diberikan atas asersi manajemen dari klien atau instansi peusahaan
yang diaudit dikelompokkan menjadi wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa
pengecualian dengan paragraf penjelasan, wajar dengan pengecualian, tidak
memberikan pendapat, dan tidak wajar.

Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29), opini audit terdiri dari lima jenis
yaitu:
2.1.10.1 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Ungualified Opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan
Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara
keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip
akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat

keadaan berikut:
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1. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor
telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapaty memastikan
kerja lapangan telah ditaati.

2. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.

3. Laporan keuangan.yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi
yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten
pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi
telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan
keuangan.

4. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (no material uncertainties)
mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan
sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.

2.1.10.2 Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan
(Modified Ungualified Opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak
berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi
apabila:

1. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain.’

2. Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat
menyimpang dari SAK.

3. Laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang

hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.
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4. Tersapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya.

5. Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam
penerapan prinsip akuntansi.

6. Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tidak
disajikan.

2.1.10.3 Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatan wajar dalam
hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos
tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian tersebut yang dapat
mungkin terjadi, apabila:

1. Bukti kurang cukup

2. Adanya pembatasan ruang lingkup

3. Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku
umum (SAK).

Menurut SA 508 paragraf 20 (1Al, 2002:508.11), jenis pendapat ini diberikan
apabila:

1. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup
audit yang material tetapi tidak m,empengaruhi laporan keuangan secara
keseluruhan.

2. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip

akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak
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mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut

dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam

prinsip akuntansi.
2.1.10.4 Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat
terjadi apabila auditor harus. memberi tyambahan paragraf untuk menjelaskan
ketidakwajaran -atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat
ketidakwajaran tersebut, pada laporan auditnya.
2.1.10.5 Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang
dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar
auditing yang ditetapkan IAl. Pembuatan laporannya auditor harus memberi
penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor
tidak memberi pendapat.

2.1.11 Tahap-tahap Opini Audit

Sebelum "auditor memberikan._pendapat (opininya), seseorang auditor harus
melaksanakan tahap-tahap audit. Adapun tahap-tahapnya menurut Arens etal
(2008:132) yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pencanangan pendekatan audit.
2. Pengujian pengendalian dan transaksi.
3. Pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo.

4. Penyelesaian dan penerbitan laporan audit
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2.1.12 Faktor — Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Opini Audit
1. Kompetensi (Tan dan Libby, 1997; Koesharyati, 2008; Barnes dan Huan,
1993; Saifudin, 2004; Surroh, 2009)
2. Independensi (Fanny Surfeliya, 2014; Dika, 2008; Koesharyati, 2008; Barnes
dan Huan,1993; Saifudin, 2004; Surroh, 2009)
3. Pengalaman (Nisa, 2014; Ashton, 1991; Choo dan Trootman, 1991; Bernardi,
1994; Haylas dan Ashton, 1982)
4. Pengetahuan (Ashton, 1991; Choo dan Trootman, 1991)
5. Etika yang salah satu prinsipnya adalah integritas (Adrian, 2013; Suraida,
2005).
2.1.12.1 Pengertian Independensi
Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat
diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun (Pusdiklatwas BPKP,
2005). Dalam melaksanakan proses audit, akuntan publik memperoleh kepercayaan
dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan
keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karena itu, dalam memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, auditor harus
bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan,
maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Penelitian mengenai
independensi sudah cukup banyak dilakukan baik itu dalam negeri maupun luar

negeri. Lavin (1976) meneliti 3 faktor yang mempengaruhi independensi akuntan
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publik, yaitu : (1) Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Pemberian
jasa lain selain jasa audit kepada klien, dan (3) Lamanya hubungan antara akuntan
publik dengan klien

Menurut Lauw Tjun Tjun (2012) independensi dapat diukur dengan cara
menanyakan lama hubungan-dengan Kklien, ‘tekanan dari klien, telaah dari rekan
auditor dan pemberian jasa non audit.

1. Hubungan dengan klien (audit tenure), dimana pemerintah Indonesia
membatasi masa kerja auditor paling lama hanya 3 tahun untuk klien
yang sama, sedangkan untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh
sampai 5 tahun. Hal ini dilakukan agar auditor tidak terlalu dekat
dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi.
Karna apabila auditor terlalu dekat dengan klien akan membuat auditor
puas dengan yang telah dilakukannya sehingga prosedur audit yang
yang dilakukannya menjadi kurang tegas dan tergantung pada
pernyataan manajemen (Elfarini, 2007).

2. Tekanan dari klien, hal ini biasanya muncul pada situasi konflik antara
auditor dengan klien dimana auditor dan Kklien tidak sependapat
dengan beberapa hasil pengujian laporan keuangan. Sehingga
membuat klien berusaha mempengaruhi auditor untuk melakukan
tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk dalam pemberian
opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien. Goldman dan Barlev

(1974) dalam Harhinto (2004:34) berpendapat bahwa usaha untuk
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mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar
profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada
kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan kliennya. Klien
dapat dengan mudah mengganti auditor KAP jika auditor tersebut
tidak bersedia memenuhi = keinginannya. Sementara auditor
membutuhkan fee untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga akan
lebih ‘'mudah dan murah bagi klien untuk mengganti auditornya
dibandingkan bagi auditor untuk mendapatkan sumber fee tambahan
atau alternatif sumber fee lain.

. Telaah dari rekan auditor (peer review), hal ini dilakukan sebagai cara
untuk memonitor auditor agar dapat meningkatkan kualitas jasa
akuntansi dan audit yang menuntut transparasi pekerjaan. Biasanya
peer review dilakukan rekan auditor dalam satu Kantor Akuntan
Publik (KAP). pekerjaan akuntan publik dan operasi Kantor Akuntan
Publik perlu dimonitor dan di “audit™ guna menilai kelayakan desain
system pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar
kualitas yang diisyaratkan sehingga output yang dihasilkan dapat
mencapai standar kualitas yang tinggi. Peer review sebagai mekanisme
monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa
akuntansi dan audit. Peer review dirasakan memberikan manfaat baik
bagi klien, Kantor Akuntan Publik yang direview dan auditor yang

terlibat dalam tim peer review. Manfaat yang diperoleh dari peer
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review antara lain mengurangi resiko litigation, memberikan
pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja, memberikan
competitive edge dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang
diberikan (Elfarini, 2007 dalam Lauw Tjun Tjun, 2012).

4. Jasa non-audit, maksudnya  disini adanya kantor akuntan yang
memberikan jasa lain selain audit misalnya jasa konsultasi manajemen
dan perpajakan. Hal ini dapat mengakibatkan: auditor kehilangan
independensi karena secara langsung auditor akan terlibat dalam
aktivitas manajemen klien. (Elfarini, 2007 dalam' Lauw Tjun Tjun,
2012).

Berdasarkan uraian di atas, independensi mempunyai empat faktor penting, yaitu
lama hubungan dengan klien (audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari rekan
auditor (peer review) serta jasa non-audit.

Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat
pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting
untuk menilai mutu jasa audit. Taylor. (1997) mengatakan Independensi akuntan
publik mencakup dua aspek, yaitu :

1. Independensi sikap mental

Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan
dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak
memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya.

2. Independensi penampilan.
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Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan
publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-
faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya.
Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap
independensi akuntan publik.

3. Independensi praktisi (practitioner independence)

Selain independensi sikap mental dan independensi penampilan, Mautz
mengemukakan bahwa independensi akuntan publik juga meliputi -independensi
praktisi (practitioner independence) dan independensi profesi (profession
independence). Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi
secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam
perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan
hasil pemeriksaan.Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu independensi
penyusunan progran, independensi investigatif, dan independensi pelaporan.

4. Independensi profesi (profession independence)

Independensi profesi berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap profesi
akuntan publik.
2.1.12.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor

Tidak dapat dipungkiri bahwa bahwa klien berusaha agar laporan keuangan
yang dibuat oleh klien mendapatkan opini yang baik oleh auditor. Banyak cara
dilakukan agar auditor tidak menemukan kesalahan dalam penyusunan laporan

keuangan bahkan yang lebih parah lagi adalah kecurangan-kecurangan yang
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dilakukan tidak dapat dideteksi oleh auditor. Independensi akuntan publik dapat
terpengaruh jika akuntan publik mempunyai kepentingan keuangan atau mempunyai
hubungan usaha dengan klien yang diaudit. Menurut Supriyono (1988) independensi
auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien,

2. Jasa-jasa lainnya selain jasa audit,

3. Lamanya hubungan audit antara akuntan publik dengan klien,

4. Persaingan antar KAP,

5. " Ukuran KAP, dan

6. Audit fee

Sedangkan menurut Shockley (1981) dalam Supriyono (1988) independensi

akuntan publik dipengaruhi oleh faktor :

1. Persaingan antar akuntan public

2. Pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien

3. Ukuran KAP

4. Lamanya hubungan antara KAP.dengan klien

Dari faktor—faktor yang mempengaruhi independensi tersebut di atas bahwa

independensi dapat dipengaruhi oleh ikatan keuangan dan usaha dengan klien, jasa-
jasa lain yang diberikan auditor selain audit, persaingan antar KAP dan ukuran
KAP.Seluruh faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik tersebut
adalah ditinjau dari independensi dalam penampilan.

2.1.12.2 Pengertian Kompetensi
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Kompetensi berasal dari kata “competency” merupakan kata benda yang
menurut Powell (1997:142) diartikan sebagai 1) kecakapan, kemampuan, kompetensi
2) wewenang. Kata sifat dari competence adalah competent yang berarti cakap,
mampu, dan tangkas. Pengertian kompetensi ini pada prinsipnya sama dengan
pengertian kompetensi menurut Stephen Robbin (2007:38) bahwa kompetensi adalah
kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas
dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu
kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Kompetensi menurut Spencer Dan Spencer dalam Palan (2007) adalah sebagai
karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara
kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan.
Kompetensi terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus
menjadi sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten),
konsep diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan
keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas).

Hal ini sejalan dengan pendapat Becker and Ulrich dalam Suparno (2005:24)
bahwa competency refers to an individual’s knowledge, skill, ability or personality
characteristics that directly influence job performance. Artinya, kompetensi
mengandung aspek-aspek pengetahuan, ketrampilan (keahlian) dan kemampuan
ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja.

Berbeda dengan Fogg (2004:90) yang membagi kompetensi menjadi 2 (dua)

kategori yaitu kompetensi dasar dan yang membedakan kompetensi dasar (Threshold)
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dan kompetensi pembeda (differentiating) menurut kriteria yang digunakan untuk
memprediksi Kinerja suatu pekerjaan. Kompetensi dasar (Threshold competencies)
adalah karakteristik utama, yang biasanya berupa pengetahuan atau keahlian dasar
seperti kemampuan untuk membaca, sedangkan kompetensi differentiating adalah
kompetensi yang membuat seseorang berbeda dari yang lain.

Lee dan Stone (1995) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang
cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif.
Pendapat lain adalah dari Dreyfus dan Dreyfus (1986), mendefinisikan kompetensi
sebagai - keahlian seseorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana

(13

pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari “ mengetahui sesuatu “ ke*
mengetahui bagaimana “. Seperti misalnya dari sekedar pengetahuan yang tergantung
pada aturan tertentu kepada suatu pernyataan yang bersifat intuitif.

Sedangkan Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa
seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan
pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat
kesalahan. Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Sri Lastanti
(2005:88) mendefinisikan kompetensi adalah ketrampilan dari seorang ahli. Dimana
ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau
pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan
pengalaman.

Adapun Bedard (1986) dalam Sri lastanti (2005:88) mengartikan keahlian

atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan
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prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Sementara itu dalam
artikel yang sama, Shanteau (1987) mendefinisikan keahlian sebagai orang yang
memiliki ketrampilan dan kemampuan pada derajad yang tinggi. Berdasarkan uraian
di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang
dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit
secara objektif, cermat dan seksama.
2.1.12.2.1 Faktor — Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi
1. Pengetahuan

Kartika Widhi (2006) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh
signifikan terhadap kualitas audit. Adapun SPAP 2001 tentang standar umum,
menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan
struktur pengetahuan yang cukup. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi
pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai
semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya
sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu
auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks
(Meinhard et.al, 1987 dalam Harhinto, 2004:35).

Harhinto (2004) menemukan bahwa pengetahuan akan mempengaruhi
keahlian audit yang pada gilirannya akan menentukan kualitas audit.
Adapun secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor
(Kusharyanti, 2003), yaitu :

1. Pengetahuan pengauditan umum,
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2. Pengetahuan area fungsional,

3. Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru,

4. Pengetahuan mengenai industri khusus,

5. Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

Pengetahuan pengauditan umum seperti risiko audit, prosedur audit, dan lain-
lain kebanyakan: diperoleh di perguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan
pengalaman.Untuk area fungsional seperti perpajakan dan pengauditan dengan
komputer sebagian didapatkan dari pendidikan formal perguruan tinggi, sebagian
besar dari pelatihan dan pengalaman. Demikian juga dengan isu akuntansi, auditor
bisa mendapatkannya dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara
berkelanjutan.Pengetahuan mengenai industri khusus dan hal-hal umum kebanyakan
diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.

Berdasarkan Murtanto dan Gudono (1999) terdapat 2(dua) pandangan
mengenai keahlian.Pertama, pandangan perilaku terhadap keahlian yang didasarkan
pada paradigma einhorn. Pandangan ini bertujuan untuk menggunakan lebih banyak
kriteria objektif dalam mendefinisikan seorang ahli. Kedua, pandangan kognitif yang
menjelaskan keahlian dari sudut pandang pengetahuan.Pengetahuan diperoleh melalui
pengalaman langsung (pertimbangan yang dibuat di masa lalu dan umpan balik
terhadap kinerja) dan pengalaman tidak langsung (pendidikan).

2. Pengalaman
Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut

tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang
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mempengaruhi antara lain adalah pengalaman. Menurut Tubbs (1992) dalam
Mayangsari (2003) auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal : (1.)
Mendeteksi kesalahan, (2.) Memahami kesalahan secara akurat, (3.) Mencari
penyebab kesalahan.

Murphy dan Wrigth (1984) dalam Sularso dan Naim (1999) memberikan
bukti empiris bahwa seseorang yang berpengalaman dalam suatu bidang subtantif
memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya.  Weber dan Croker
(1983) dalam artikel yang sama juga menunjukkan bahwa semakin banyak
pengalaman seseorang, maka hasil pekerjaannya semakin akurat dan lebih banyak
mempunyai memori tentang struktur kategori yang rumit.

Menurut Gibbins (1984) dalam Hernadianto (2002:25), pengalaman
menciptakan struktur pengetahuan, yang terdiri atas suatu sistem dari pengetahuan
yang sistemtis dan abstrak. Pengetahuan ini tersimpan dalam memori jangka panjang
dan dibentuk dari lingkungan pengalaman langsung masa lalu. Singkat kata, teori ini
menjelaskan bahwa melalui pengalaman auditor dapat memperoleh pengetahuan dan
mengembangkan struktur pengetahuannya. Auditor yang berpengalaman akan
memiliki lebih banyak pengetahuan dan: struktur-memori lebih baik dibandingkan
auditor yang belum berpengalaman.

Libby (1991) dalam Hernadianto (2002:26) mengatakan bahwa seorang
auditor menjadi ahli terutama diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman. Seorang
auditor yang lebih berpengalaman akan memiliki skema yang lebih baik dalam

mendefinisikan kekeliruan-kekeliruan daripada auditor yang kurang berpengalaman.
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Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2002:5) menemukan bahwa auditor
yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih
mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan
keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan
struktur dari sistem akuntansi-yang mendasari (Libby et. al, 1985) dalam Mayangsari
(2003:4).
2.1.12.3 Pengertian Integritas

Secara umum etika didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-
aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau
individu (Sukamto , 1991 : 1). Menurut Suseno Magnis (1989 : 14) dan Sony Keraf
(1991 : 20) dalam surida (2005) bahwa untuk memahami etika perlu dibedakan
dengan moralitas. Moralitas adalah suatu sistem nilai tentang bagaimana seseorang
harus hidup sebagai manusia. Sistem nilai ini terkandung dalam ajaran-ajaran,
moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk konkrit tentang bagaimana harus
hidup, bagaimana harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik dan
bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Sedangkan etika berbicara
mengenai nilai dan norma moral yang menentukan-perilaku manusia dalam hidupnya.
Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Al adalah sebagai berikut :
1) Tanggung jawab professional; 2) Kepentingan publik; 3) Integritas; 4) Objektifitas;
5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional; 6) Kerahasiaan; 7) Perilaku
professional; 8) Standar teknis, harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar

teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan.
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Faktor yang terakhir adalah integris, integritas merupakan kualitas yang
melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguiji
semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur
dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit.
Keempat unsur itu diperlukan-untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar
bagi pengambilan keputusan yang andal (Sukriah, 2009). Integritas diatur dalam
Prinsip Etika Profesi lkatan Akuntan Indonesia (1998) dalam Mulyadi (2002) yang
menyatakan. integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya
pengakuan professional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan
publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua Keputusan yang
diambilnya. Dalam menghadapi aturan, standar, panduan khusus atau menghadapi
pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya
dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan
apakah anggota telah menjaga integrita dirinya. Integritas mengharuskan angggota
untuk mentaati bentuk standar teknis dan etika. Selain itu juga mengharuskan anggota
untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian professional.
2.1.12.4 Prinsip Inegritas

Menurut Anitaria (2011), integritas merupakan suatu elemen karakter yang
mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang
mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji
semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk,

antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia
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penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh
keuntungan pribadi. Kemudian menurut Mulyadi (2002), integritas dapat menerima
kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat
menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam
hubungan profesional ‘dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terkait dengan

laporan, komunikais atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat :

i Kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan;
2. Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati; atau
3. Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi

yang seharusnya diungkapkan.

2.1 Kerangka Pemikiran

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak
dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat
juga diartikan adanya kejujuran dalam. diri auditor dalam mempertimbangkan fakta
dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam
merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Penilaian masyarakat atas independensi auditor independen bukan pada diri
auditor secara keseluruhan. Oleh karena itu, apabila seorang auditor independen atau
suatu Kantor Akuntan Publik lalai atau gagal mempertahankan sikap

independensinya, maka kemungkinan besar anggapan masyarakat bahwa semua
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akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat berkurang atau
hilangnya kredibilitas masyarakat terhadap jasa audit profesi auditor independen.

Supriyono (1988) membuat kesimpulan mengenai pentingnya independensi
akuntan publik sebagai berikut :

1. Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan
publik untuk memulai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen
kepada pemakai informasi.

2. Independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh kepercayaan
dari klien dan masyarakaat, khususnya para pemakai laporan keuangan.

3. Independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan
yang disajikan oleh manajemen.

4. Jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan tidak
mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai.

5. Independensi merupakan martabat penting akuntan publik yang secara
berkesinambungan perlu dipertahankan.

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak
hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap
independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, tetapi dia tidak
independen, maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang
disajikan itu kredibel.

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan

bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan
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pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA
seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan
penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya
dengan cermat dan seksama (due professional care).

Adapun kompetensi-menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2002)
dapat dilihat dari- berbagai sudut pandang yakni sudut pandang auditor individual,
audit tim dan Kantor AkuntanPublik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan
dibahas lebih mendetail berikut ini :

1. Kompetensi Auditor Individual.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain
pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor
memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan
mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien.Selain itu diperlukan juga
pengalaman dalam melakukan audit.Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan
Frederick (1990) bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang
lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.

2. Kompetensi Audit Tim.

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan
menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu
penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor yunior, auditor senior, manajer
dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas

audit (Wooten,2003). Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalime,
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persistensi, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan Klien,
dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas
tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan
ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

3. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP.

Besaran KAP menurut Deis & Giroux (1992) diukur dari jumlah klien dan
persentase dari- audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak
berpindah pada KAP yang lain.

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan
merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas
mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana
dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan
untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan
yang andal (Sukriah, 2009). Kemudian Wibowo (2006) menyebutkan integritas
auditor internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi
pengandalan atas judgment mereka.

Integritas juga merupakan komponen profesionalisme auditor. Integritas
adalah kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai-nilai moral, dan menghindari
penipuan, kemanfaatan, kepalsuan, atau kedangkalan apapun. Pentingnya integritas
berasal dari ide bahwa profesi adalah "panggilan” dan membutuhkan profesional
untuk fokus pada gagasan bahwa mereka melakukan pelayanan publik. Integritas

mempertahankan standar prestasi yang tinggi dan melakukan kompetensi yang berarti
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memiliki kecerdasan, pendidikan, dan pelatihan untuk dapat nilai tambah melalui
kinerja (Mutchler, 2003).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Independensi (X1)

Kompetensi (X2) X Pemberian Opini (Y)

Integritas (X3)

Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis
pada penelitian ini.

Kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh
independensi(X1), kompetensi(X2) dan integritas (X3) terhadap pemberian opini

audit(Y).

2.3 Penelitian Terdahulu

Siregar (2012) melakukan penelitian mengenai faktor — faktor yang
mempengaruhi pertimbangan opini audit atas leporan keuangan Penelitian ini
bertujuan untuk menguji independensi, keahlian audit, lingkup audit, audit judgement
terhadap pemberian opini audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

Independensi, keahlian audit, lingkup audit, dan audit judgement secara bersama-
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sama berpengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini audit, independensi
berpengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini audit, keahlian audit tidak
berpengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini audit, lingkup audit tidak
berpengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini audit, audit judgement berpen-
garuh terhadap pertimbangan pemberian opini audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Zu’ammah: (2009) menghasilkan kesimpulan
Independensi auditor (auditor’s independence) mempunyai pengaruh yang positif
terhadap hasil opini auditor (auditor’s opinion).Jadi, auditor yang mempunyai tingkat
independensi tinggi akan menghasilkan opini yang baikpada saat melakukan proses
audit, Kompetensi auditor (auditor’s competence) mempunyaipengaruh yang positif
terhadap hasil opini auditor (auditor’s opinion). Jadi, auditor yang mempunyai
tingkat kompetensi tinggi akan menghasilkan opini yang baik pada saat melakukan
prosesaudit, Independensi auditor (auditor’s independence) dan kompetensi auditor
(auditor’s competence) secara simultan terdapat pengaruh secara positif terhadap
hasil opini auditor (auditor sopinion)

Surfrliya (2014) mengatakan bahwa pengaruh variabel skeptisisme, situasi
audit, kompetensi, etika auditor, pengalaman audit dan keahlian audit secara bersama-
sama berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap opini auditor. Pengujian
pengaruh variabel skeptisisme berpengaruh signifikan terhadap opini auditor.
Sedangkan variabel pengalaman adalah positif, hal ini berarti meningkatnya persepsi
responden terhadap skeptisisme dapat berakibat pada peningkatan ketepatan

pemberian opini auditor. Artinya skeptisisme yang lebih besar secara signifikan dapat
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meningkatkan ketepatan pemberian opini auditor. variabel independen yaitu situasi
audit, kompetensi, etika auditor, pengalaman dan keahlian audit tidak berpengaruh
signifikan terhadap ketepatan pemberian opini.

Adrian (2013) mengatakan Skeptisme profesional berpengaruh signifikan
positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi
Riau. Etika berpengaruh signifikan positif ternadap ketepatan pemberian opini oleh
auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau. Pengalaman berpengaruh signifikan
positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi
Riau. Keahlian berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini
oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.

Nafisa (2014) berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah
dilakukan menunjukan bahwa pengalaman auditor dan independensi auditor
berpengaruh signifikan terhadap ke putusan pemberian opini audit. Pengalaman

Auditor dan independensi auditor berpengaruh terhadap keputusan pemberin opini

audit.
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Peneliti Variabel Hasil Penelitian
(Tahun)
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Siregar Independen:independensi, keahlian | Independensi berpengaruh Terhadap Pertimbangan
(2012) audit, lingkupaudit, audit judgement. | pemberian opini audit, keahlian audit tidak
Dependen : pemberian berpengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini
opini audit. audit, lingkupaudittidak  berpengaruh  terhadap
pertimbangan  pemberian  opini  audit, audit
judgement  berpengaruh terhadap pertimbangan
pemberian
opini audit.
Zu’ammah Independen:independensi, Kompetensi auditor (auditor’s competence)
(2009) kompetensi. Mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil
Dependen : pemberian opini auditor (auditor’s opinion).
opini audit. Independensi auditor (auditor’s independence)
mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil
opini auditor (auditor’s opinion).
Surfrliya independen : Pengaruh variabel skeptisisme berpengaruh
(2014) skeptisisme, situasi signifikan terhadap opini auditor. Sedangkan
audit, kompetensi, etika variabel pengalaman adalah positif, sedangkan
auditor, pengalaman situasi audit, kompetensi, etika auditor, pengalaman
audit dan keahlian audit. dan keahlian audit tidak
Dependen : pemberian berpengaruh signifikan terhadap ketepatan
opini. pemberian opini.
Adrian Independen : skeptisisme skeptisme profesional, etika, pengalaman, dan
(2013) profesional audit, keahlian berpengaruh signifikan positif terhadap
etika, pengalaman dan ketepatan pemberian opini oleh auditor
keahlian audit.
Dependen : ketetapan
pemberian opini auditor.
Nisa nafisa | Independen : penglaman, pengalaman auditor dan independensi auditor
(2014) independensi. berpengaruh signifikan terhadap ke putusan
Dependen : pemberian pemberian opini audit. Pengalaman Auditor dan
opini audit. independensi auditor berpengaruh terhadap
keputusan pemberin opini audit.
2.4 Hipotesis
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2.4.1 Pengaruh Independensi Terhadap Pemberian Opini Audit

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing
yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) yang menyatakan bahwa dalam
semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus
dipertahankan oleh auditor.- Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam PSA
(Pernyataan Standar Audit) No. 04 (SA Seksi 220), standar ini mengharuskan auditor
bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan
pekerjaannya untuk kepentingan umum, dalam hal ini dibedakan dengan auditor yang
berpraktik sebagai auditor intern. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak
kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis
yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting
untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik
tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban
untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga
kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan
publik (Christiawan, 2002). Menurut (surroh, 2009 ; Siregar, 2012, nafisa, 2014)
independensi memilki pengaruh yang positif terhadap pemberian opini audit. Auditor
yang mempunyai tingkat independensi tinggi akan menghasilkan opini yang baik
pada saat melakukan proses audit.

H1 : Independensi berpengauh Positif terhadap pemberian opini audit

2.4.2 Pengaruh Kompetensi Terhadap Pemberian Opini Audit
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Secara lebih rinci, Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:84)
mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari
perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri,
nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul
(superior performer) di .tempat kerja. Ada 5 Kkarakteristik yang membentuk
kompetensi yakni 1). Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif,
proses kemanusiaan, dan sistem. 2). Keterampilan; merujuk pada kemampuan
seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. 3). Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk
pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa
dia bisa berhasil dalam suatu situasi. 4). Karakteristik pribadi; merujuk pada
karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti
pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. 5). Motif;
merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang
memicu tindakan.

Kompetensi diartikan sebagai aspek pribadi yang memungkinkan auditor
untuk mencapai Kinerja superior (Kamus. Kompetensi LOMA, 1998 dalam Alim dkk,
2007). Kompetensi juga merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang
berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-
pekerjaan non-rutin.

Kusharyanti (2002) menyatakan bahwa auditor merupakan subyek yang
melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit

sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang
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berkualitas.auditor yang mempunyai tingkat kompetensi tinggi akan menghasilkan
opini yang baik pada saat melakukan proses audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Zu’ammah (2009) mengatakan bahwa
kompetensi memilki pengaruh yang signifikan terhadap pemberian opini audit,
sedangkan penlitian yang-dilakukan oleh Surfrliya (2014) menyatakan bahwa
kompetensi tidak memliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberian opini audit.
H2 : Kompetnsi berpengaruh Positif terhadap Opini Audit
2.4.3 Pengaruh Integritas Terhadap Pemberian Opini Audit

Integritas juga merupakan komponen profesionalisme auditor. Integritas
adalah kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai-nilai moral, dan menghindari
penipuan, kemanfaatan, kepalsuan, atau kedangkalan apapun. Pentingnya integritas
berasal dari ide bahwa profesi adalah "panggilan® dan membutuhkan profesional
untuk fokus pada gagasan bahwa mereka melakukan pelayanan publik. Integritas
mempertahankan standar prestasi yang tinggi dan melakukan kompetensi yang berarti
memiliki kecerdasan, pendidikan, dan pelatihan untuk dapat nilai tambah melalui
kinerja (Mutchler, 2003).

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan
merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya.
Integritasmengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan,
berani,bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur
itudiperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi

pengambilan keputusan yang andal (Sukriah, 2009). (Surfrliya, 2014) menyatakan
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bahwa etika yang salah satu prinsipnya adalah integritas tidak terdapat pengaruh
signifikan terhadap pemberian opini audit sedangkan (Adian, 2013) menyatakan
bahwa etika yang salah satu prinsipnya adalah integritas mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap pemberian opini audit.

H3 : Integritas berpengaruh positif terhadap pemberian opini audit
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